PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/ 1 /PBI/2009
TENTANG
BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa industri perbankan nasiomaigysehat dan kuat
mempunyai  peranan penting dalam  mendukung
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional;

b. bahwa dalam kondisi persaingan yang semakint,keta
industri perbankan nasional mengalami perubaharg yan
sangat cepat, dinamis, dan semakin terintegrasandal
menciptakan sinergi dan efisiensi pengelolaan bank;

c. bahwa pengaturan kelembagaan perbankan perlu
disesuaikan agar dapat memberikan kejelasan dan
kepastian hukum dalam memenuhi tuntutan dinamika
perbankan dan meningkatkan pelayanan dan manfaat
kepada masyarakat;

d. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya indust
perbankan yang sehat dan kuat maka perlu diterapkan
prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kelembagaan
bank;

e. bahwa..
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e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaiman
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan hdrdf atas
dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuaarignt

Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992aten Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubakHiera
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4962);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
BANK UMUM.

BAB I ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksadgen:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalaal Raangka 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbask&agaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahu®8,19ang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil atiakantor Bank yang
membantu kantor pusatnya melakukan fungsi admasistfan koordinasi
terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilaytnte.

3. Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan Kalahdckantor Bank
yang secara langsung bertanggung jawab kepadarkamsat Bank yang
bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yangdjetasna KC tersebut
melakukan usahanya.

4. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebugase®KCP adalah
kantor di bawah KC yang kegiatan usahanya membKQuinduknya,
dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KiGEbteé melakukan
usahanya.

5. Kantor Kas yang selanjutnya disebut dengan KK ddkémtor Bank yang
melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamaatampha yang jelas
dimana KK tersebut melakukan usahanya, termasukb®ekan pelayanan
kepada nasabah baru.

6. Kantor Fungsional yang selanjutnya disebut dengam#alah kantor Bank
yang melakukan kegiatan operasional atau non dpeessecara terbatas

dalam 1 (satu) kegiatan fungsional.

7. Kegiatan...
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7. Kegiatan Pelayanan Kas yang selanjutnya disebugaterKPK adalah
kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang tetehjadi nasabah
Bank, meliputi antara lain:

a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secargibdah-pindah
dengan menggunakan alat transportasi atau padsi l@tentu secara
tidak permanen, antara lain kas mobil, kas teraptag konter bank
non permanen;

b. Payment Point vyaitu kegiatan dalam bentuk pelayanan pembayaran
atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama aBtmk dengan
pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti kupembayaran tagihan
telepon, tagihan listrik, gaji pegawai dan/ataugrgnaan setoran dari
pihak ketiga;

c. Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnyebdisdengan PPE
yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yanduttidéan dengan
menggunakan sarana mesin elektronis yang berldiaki di dalam
maupun di luar kantor Bank, yang dapat melakukdaypean antara
lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pesndaymelalui
pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau metepemformasi
mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik nueggn jaringan
dan/atau mesin milik Bank sendiri maupun melaluijskesama Bank
dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai MandATM)
termasuk dalam hal ini adal&utomatic Deposit Machine (ADM), dan
Electronic Data Capture (EDC).

8. Direksi:

a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terba@ah direksi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentamgerBen

Terbatas;
b. bagi...
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11.
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b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Dadedahadireksi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentangsdPaan
Daerah;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalahgyras
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentakgdeeasian.

Dewan Komisaris:

a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbdtdah komisaris
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentamgerBen
Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daedataha
pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undamg@ng
Perusahaan Daerah;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalahggvess
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentakgdeeasian.

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggawmgl langsung kepada

Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikarhadap kebijakan

dan/atau operasional Bank, antara lain Kepala DiK®pala Kantor

Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fumgsi yang

kedudukannya paling kurang setara dengan KepaltoK&abang, Kepala

Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan K&gaatuhan, dan

Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau pejadianlya yg setara.

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya didebgan PSP adalah

badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelongatialang:

a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% fdwh lima
persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeAradan mempunyai

hak suara; atau

b. memiliki ...
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b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 2%3a puluh
lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan rdampunyai hak
suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikam telalakukan
pengendalian perusahaan atau Bank, baik secaraulagpgmaupun
tidak langsung.

12. Kelompok Usaha adalah :

a. perorangan dan badan hukum;

b. beberapa orang; atau

c. beberapa badan hukum

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemiljkdan/atau hubungan

keuangan.

Pasal 2

Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpureama cdari masyarakat
dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu menipbrazin usaha sebagai
Bank dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apak#giatan penghimpunan

dana dimaksud diatur dengan undang-undang tersendir

Pasal 3

Bentuk hukum suatu Bank dapat berupa:
a. Perseroan Terbatas;
b. Perusahaan Daerah; atau

c. Koperasi.




-7-

BAB Il
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Pendirian Bank

Pasal 4

(1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatsaha dengan izin
Gubernur Bank Indonesia.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayatil@ukan dalam 2
(dua) tahap:
a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk medaku persiapan
pendirian Bank; dan
izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakokkegiatan usaha
Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalamh & selesai

dilakukan.

Pasal 5

Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan mglikurang sebesar
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Pasal 6

(1) Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indoaésu
b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Inidath&sgan warga

negara asing dan/atau badan hukum asing secartidam

(2) Kepemilikan...
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(1)
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Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau baldakum asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b palmydk sebesar 99%

(sembilan puluh sembilan persen) dari modal dis@&mk.

Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha

Pasal 7

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsipagaemana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukdimgp&urang oleh salah
satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonelssrtai dengan:
a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasulamgac Anggaran
Dasar yang paling kurang memuat:
1. nama dan tempat kedudukan;
kegiatan usaha sebagai Bank;
permodalan;

kepemilikan;

o & D

wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan andg@ian
Komisaris serta anggota Direksi; dan
6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Kmsndan

anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Badonesia
terlebih dahulu;

b. data kepemilikan berupa:

daftar calon pemegang saham berikut rincian beaamgsing-

masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentaéat

hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;

2. daftar...
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2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpapakok dan
simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yaargdntuk badan
hukum Koperasi;

c. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggotakBi disertai
dengan:

1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Pend(i§uR) atau
paspor yang masih berlaku;
riwayat hidup;

4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidakgmemelakukan
tindakan tercela di bidang perbankan, keuanganudaha lainnya,
tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan akngidana
kejahatan, dan tidak sedang tercantum dalam Daftak Lulus
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Ranilai
Kemampuan dan KepatutaRi{ and Proper Test) yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia; dan

5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit daraktigpernah
menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau aadgeivan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkam seseroan
dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengaditédam waktu 5
(lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;

d. rencana susunan dan struktur organisasi, setarnmia;
e. rencana bisnidsiness plan) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling
kurang memuat:

1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan pctkasbomi;

2. rencana..
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2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpuiaan
penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yakagn
dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan

3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan &assbulanan
selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Baalakukan
kegiatan operasional,

rencana strategis jangka menengah dan pangangp(ate plan);

pedoman manajemen risiko, rencana sistem peat@ndintern,

rencana sistem teknologi informasi yang digunakdar pedoman
mengenai pelaksana&wood Cor porate Governance;

sistem dan prosedur kerja;

bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga jpupersen) dari modal

disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasdl&m bentuk

fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia déas nama “Dewan

Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon penmituk pendirian

Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan ke@nabahwa

pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendag@etujuan

tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi\gag berbentuk

badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daeratdai calon

anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Kepebahwa

setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:

1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pemlaaydalam bentuk
apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonefaajatau

2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian u@mgney

laundering).

(2) Datftar...



-11 -

(2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon #agggbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan:
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huarigka 1
sampai dengan angka 5;
dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yangldkaa oleh
Bank Indonesia;

b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:

1. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaraaizerikut
perubahan-perubahan yang telah mendapat pengasatamstansi
berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesusjade
ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukrsakut;

2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huarfigka 1
sampai dengan angka 5;

3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara laagl badan
hukum asing;

4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnyangwasasing
kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan
Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggataitbencian
jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, sertaaddfibah
bagi badan hukum Koperasi;

5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit aleintan
publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bularekeb tanggal
pengajuan permohonan persetujuan prinsip;

6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait denBank dan

badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilikktaradan

7. dokumen..
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7. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yanglakaa oleh
Bank Indonesia;

c. dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wWagdrtai dengan:

1. fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pemkantu
Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah;

2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huarfgka 1
sampai dengan angka 5 dari pejabat yang berwenavgaki
pemerintah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
4. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yanglalia@ oleh

Bank Indonesia.

Pasal 8

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pesetuprinsip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hudibaikan paling
lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumenmphonan diterima
secara lengkap.

(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau pkaolasebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dakum

b. analisis yang mencakup antara lain tingkatgiegan yang sehat antar
Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemeratnbangunan
ekonomi nasional; dan

c. Penilaian Kemampuan dan Kepatu(&it and Proper Test) terhadap

calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan anggot&€dire

(3) Selain...
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(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayati@k-pihak yang
mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukaesentasi

kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rempesntarian Bank.

Pasal 9

(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasat (2) huruf a
berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitusgjak tanggal
persetujuan prinsip diterbitkan.

(2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sépaga dimaksud pada
ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perlmardebelum mendapat
izin usaha.

(3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimanakdindgpada ayat (1)
pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip seftraga dimaksud pada
ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usahad@pBank Indonesia

maka persetujuan prinsip yang telah diterbitkanjatiridak berlaku.

Pasal 10

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaidm@a#sud dalam Pasal

4 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak yang teladndeapat persetujuan prinsip

kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan:

a. akta pendirian badan hukum, yang memuat AnggarasaiDgang telah
disahkan oleh instansi berwenang;

b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasgh{7/ (1) huruf b
yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaindimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perub&bpamilikan;

c. daftar...
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daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disdgagan:

1. contoh tanda tangan dan paraf;

2. identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalaal Paayat (1)
huruf c, dalam hal terjadi perubahan; dan

3. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atawaKu lzin Tinggal
Tetap (KITAP) dan fotokopi surat izin bekerja disstansi berwenang,
bagi warga negara asing:
I. untuk anggota Direksi; dan/atau
ii. untuk anggota Dewan Komisaris yang bermaksud mpndia

Indonesia;

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayau(a) d, huruf e,

huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadryg®han;

bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimanaaldsud dalam

Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet depositogoBdnk di Indonesia atas

nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salahgatilik Bank yang

bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bgemnaairannya

hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertalis Dewan Gubernur

Bank Indonesia;

bukti kesiapan operasional yang paling kurang keerup

1. daftar aktiva tetap dan inventaris;

2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sgdang kantor;

3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;

4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuleragional Bank;
dan

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda DaftaruBamaan
(TDP);

g. surat...
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surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yargntuk badan
hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atamgigota bagi Bank
yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa pelonasalal disetor
sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pemlaaydalam bentuk
apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indoneiaa/atau
2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian {eogey laundering);
surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bafang bersangkutan
tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagandimaksud dalam
Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksan&mod Corporate
Governance bagi Bank;
surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yangahgkutan tidak
merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Rer&ank Indonesia
mengenai pelaksana&wood Cor porate Governance bagi Bank;
surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dggaa Direksi bahwa
yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan kelusejzgaimana
dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengerakgasmaanGood
Corporate Governance bagi Bank;
surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yargphgkutan baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak menshkiam melebihi 25%
(dua puluh lima persen) dari modal disetor padauspa&rusahaan lain
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesagenali

pelaksanaafood Corporate Governance bagi Bank.

Pasal 11..
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Pasal 11

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izihausabagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikamg lambat 60 (enam

puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan di@secara lengkap.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakas permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonmedakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dakum

b. Penilaian Kemampuan dan Kepatuggrt and Proper Test) dalam hal
terdapat penggantian atas calon PSP, anggota Ded<¢oamisaris

dan/atau anggota Direksi yang diajukan sebelumnya.

Pasal 12

Bank yang telah mendapat izin usaha dari GuberamkBndonesia wajib
melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambge®®m puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterltka

Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksadagat (1) wajib
dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indongsading lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanagiatea operasional.
Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksuai ayat (1) Bank
belum melakukan kegiatan usaha, izin yang teladrdikan menjadi tidak

berlaku.

Pasal 13

Bank yang telah mendapat izin usaha dari GuberamkBndonesia wajib

mencantumkan secara jelas kata “Bank” pada penutiamanya.

(2) Dalam...
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(2) Dalam hal Bank menggunakan logo sebagai identaasbdahan dalam
melaksanakan hubungan hukum, Bank wajib mencantumkana Bank

sebagai identitas utama.

BAB Il
KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK
Pasal 14

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemiBkaR dilarang:
a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaaandddentuk apapun dari
Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau

b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uammné¢y laundering).

Pasal 15

(1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum sebagaimana diothalam Pasal 6
ayat (1) paling tinggi sebesar modal sendiri betsdtdlan hukum yang
bersangkutan.

(2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimagadd ayat (1) wajib
dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutakukan penyetoran
modal untuk pendirian Bank atau pada saat badanunhuk/ang

bersangkutan melakukan penambahan modal disetd. Ban

Pasal 16

Kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham Pergditaiaang diagunkan

atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 17...
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Pasal 17

(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajimenuhi syarat:

a.
b.

d.

memiliki akhlak dan moral yang baik;

memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perurgdandangan

yang berlaku;

memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangaerasional

Bank yang sehat; dan

tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

(2) Dalam hal pemilik Bank berbentuk badan hukum malkasyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagiilibemaupun

pengurus dari badan hukum tersebut.

Pasal 18

(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP Bank wajib meimgrersyaratan:

a.

Integritas, yang paling kurang mencakup :

1.
2.

memiliki akhlak dan moral yang baik;

memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perurgdan
undangan yang berlaku;

memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan
operasional Bank yang sehat; dan

tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untukardjla

menjadi pemegang saham dan/atau Pengurus BankalaBRR;

b. Kelayakan keuangan, yang paling kurang mencakup :

1.

persyaratan kemampuan keuangan;

2. pemenuhan..



(2)

3)

(1)

(2)

-19 -

2. pemenuhan persyaratan administratif dalam rangkailapen
kemampuan keuangan sebagaimana diatur dalam katepsng
berlaku; dan

3. tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bernmaisal

Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bwagnyampaikan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayau(@) a angka 2,
Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7, atau Pasal 7(ayauruf c angka 4.

Ketentuan mengenai tata cara penilaian pemenuharsygratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalaentkein mengenai

Penilaian Kemampuan dan Kepatutkit énd Proper Test).

Pasal 19

Pemegang saham dilarang ikut serta dalam pengamliképutusan
operasional Bank.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tlEkaku bagi

pemegang saham yang juga menjadi pengurus ataavkamnyBank.

Pasal 20

Penggantian dan/atau penambahan pemilik Bank danRSP tunduk kepada

tata cara penggantian dan/atau penambahan penalik Bang diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku mengmrajgantian dan/atau

penambahan pemilik Bank dan/atau PSP yang mendk&ibaterjadinya

perubahan pengendalian.

Pasal 21..
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Pasal 21

Perubahan modal disetor yang disebabkan oleh addeweden yang dibagikan
dalam bentuk saham Bank wajib dilaporkan oleh Begada Bank Indonesia
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah painab dilakukan dilampiri

dengan:

a. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalaal Payat (1) huruf b; dan

b. risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 22

(1) Perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak gakibatkan
perubahan pengendalian, baik yang mengakibatkan pumautidak
mengakibatkan penggantian, pengurangan, dan/ataany@han pemilik
wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesiéingalambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan.

(2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaintamaksud pada
ayat (1) yang diakibatkan oleh adanya penambahasainrdisetor wajib
disertai dengan:

a. bukti penyetoran;

b. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggot

C. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Fakatuf g;

d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasairiif b; dan

e. akta perubahan Anggaran Dasar berikut bukti persaim
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Bistgang

berwenang.

(3) Laporan...



3)

(4)

1)

(2)

1)
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Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaintamaksud pada
ayat (1) yang tidak mengubah jumlah modal disetajibamisertai dengan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huhufrbf c, dan huruf d

serta fotokopi dokumen pengalihan saham.

Bank wajib menyampaikan laporan perubahan kompksggemilikan yang

diakibatkan penggantian dan/atau penambahan pehkali&na pembelian
saham melalui bursa efek dan/atau laporan daftawegang saham Bank

pada posisi tertentu, apabila diminta oleh Bankhasbia.

Pasal 23

Perubahan kepemilikan saham Bank yang disebabkanhibah atau waris

saham yang tidak menyebabkan perubahan modal disejib dilaporkan

oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat &pulsih) hari kerja

setelah perubahan dilakukan, dengan dilampiri:

a. akta hibah atau akta waris;

b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pagght7(1) huruf
b; dan

c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayauidf) c angka
1, angka 2, angka 3, dan angka 5.

Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimaraksud pada ayat

(1) menyebabkan penerima hibah atau waris sahanadieRSP maka

berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20

Pasal 24

Perubahan modal dasar bagi Bank yang berbentuknldadaim Perseroan

Terbatas/Perusahaan Daerah, wajib dilaporkeh &ank kepada Bank

Indonesia...



(2)

3)

(1)

(2)

3)
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Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjalaéttanggal diterimanya

persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instgasg berwenang,

disertai dengan:

a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan

b. akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetlgh instansi
berwenang.

Penambahan modal bagi Bank yang berbentuk badannmhukoperasi,

wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesiéingalambat 10

(sepuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanyasqtajuan perubahan

Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang, disgehgan:

a. Risalah Rapat Anggota; dan

b. akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disadlghiinstansi yang
berwenang.

Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan ddamk wajib

memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Banklomesia dan

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangigemigang berlaku.

Pasal 25

Penerbitan saham Bank melalui penawaran umum dabefek(go public)
wayjib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Rencana penerbitan saham Bank melalui penawaramusetbagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rea@isnis Bank.
Pelaporan penerbitan saham sebagaimana dimaksad gyad (1) wajib
dilakukan paling kurang 45 (empat puluh lima) h&grja sebelum

pelaksanaan penawaran umum, dengan dilampiri:

a. jadwal...



(1)

(2)

1)
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a. jadwal rencana pelaksanaan penawaran umum; dan

b. rencana penggunaan dana.

Pasal 26

Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib:

a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bagkbgbentuk
badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Datah;

b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank ymmgentuk
badan hukum Koperasi.

Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib mengrui daftar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB IV
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF
Pasal 27

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib mememaérsyaratan:
a. Integritas, yang paling kurang mencakup :
1. memiliki akhlak dan moral yang balik;
2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perumgdan
undangan yang berlaku;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan
operasional Bank yang sehat; dan
4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup:

1. pengetahuan.



(2)

1)

(2)
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1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai damamne
dengan jabatannya;
2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan danfaitiang
keuangan; dan
3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategardahngka
pengembangan Bank yang sehat.
c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi angdoieksi atau
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalatyef@bkan
suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu ifafl tahun
sebelum dicalonkan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (Lj tiath lanjut dalam
ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepaffitaand Proper
Test).

Pasal 28

Bank wajib menugaskan salah seorang anggota Dissitsagai Direktur
Kepatuhan.

Ketentuan mengenai Direktur Kepatuhan sebagaimanakdud pada ayat
(1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang rmmgtentang

Penugasan Direktur Kepatuha@o(npliance Director).

Pasal 29..
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Pasal 29

Susunan, jumlah dan persyaratan lain bagi anggaaab Komisaris dan

anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Inslarterkait lainnya.

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 30

Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota k8liravajib
memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelmenduduki
jabatannya.

Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaitharaksud pada
ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bamlonesia, dan wajib
disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud daésal 10 huruf c,
huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k.

Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calongaag Dewan
Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimakadd ayat (1) wajib
memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undarganbgrliaku.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesekukan Penilaian
Kemampuan dan Kepatutafi{and Proper Test).

Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calgot@angewan Komisaris
atau anggota Direksi diberikan paling lambat 3@a(tpuluh) hari kerja
sejak seluruh persyaratan terpenuhi.

Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksua @&t (5) berlaku
untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggot&sboleh Rapat
Umum Pemegang Saham dianggap belum efektif sebehendapat

persetujuan dari Bank Indonesia.

(8) Dewan...



(8)

(9)

(10)
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Dewan Komisaris atau Anggota Direksi yang dinyamakelum efektif
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat oerkbputusan yang
secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisingaumaBank.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat ongg
membatalkan pengangkatan calon anggota Dewan Kosiigeu calon
anggota Direksi yang telah disetujui oleh Bank mea maka Bank wajib
melaporkan pembatalan tersebut kepada Ban&ng&wia, paling lambat
10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembataémgangkatan, disertai
dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atauemoRépat
Anggota.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggoteksD wajib
dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia palargbat 10 (sepuluh)
hari kerja setelah tanggal pengangkatan efekigertdi dengan notulen

Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggot

Pasal 31

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggotaaDd¢omisaris dan/atau

anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Bank Indomepaling lambat 10

(sepuluh) hari kerja setelah pemberhentian dan/pemgunduran diri efekitif,

disertai dengan alasan pemberhentian dan/atau peagn diri.

1)

Pasal 32

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian aPdgidsekutif wajib
dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia palargbat 10 (sepuluh)
hari kerja setelah tanggal pengangkatan, pembegnergtau penggantian

efektif, disertai dengan:

a. surat...



(2)

3)

(1)
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a. surat pengangkatan, pemberhentian, penggantiafiatdanpemberian
kuasa sebagai Pejabat Eksekutif dari Direksi Bamak @ejabat yang
berwenang;

b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Ekselkgatifg baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hamgka 1, angka 2,
angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 1; dan

c. berita acara serah terima jabatan.

Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayalir(fatakan efektif

menduduki jabatannya apabila yang bersangkutan:

a. telah menerima surat pengangkatan dan/atau pembkuasa atau
dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengadaitu;

b. telah melakukan serah terima jabatan.

Apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Ban#omesia, Pejabat

Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menmékam jejak

negatif maka Bank wajib segera membatalkan pengaagk yang

bersangkutan dari jabatan sebagai Pejabat Eksglaliifg lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja setelah tanggal surat penegaaarBdnk Indonesia.

Pasal 33

Penggantian sementara Pejabat Eksekutif karena:

a. adanya kekosongan jabatan dan Pejabat Eksekutd fpanu belum
diangkat atau belum efektif menjalankan tugasnta a

b. Pejabat Eksekutif yang bersangkutan tidak dapatjatekan tugas
dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan,

wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesiéingalambat 10

(sepuluh) hari kerja setelah tanggal penggantian.

(2) Pelaporan..
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(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wégnpiri dengan
dokumen:

a. surat penunjukan, pemberian kuasa, berita acaed derima jabatan
sementara sebagai Pejabat Eksekutif dari DirekekBdau dokumen
lain yang dapat dipersamakan dengan itu; dan

b. identitas Pejabat Eksekutif sebagaimana dimakstahd®asal 7 ayat
(1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pashud@ c angka 1.

(3) Bank wajib menunjuk atau mengangkat Pejabat Ekselpgrmanen
atas penggantian sementara Pejabat Eksekutif setmgadimaksud pada
ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggahggantian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Bank yang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing wajibgikemi persyaratan dan
tata cara pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaidhatur dalam ketentuan

yang berlaku.

BAB V
PEMBUKAAN KANTOR BANK
Bagian Kesatu
Pembukaan Kantor Bank di Dalam Negeri
Paragraf 1
Pembukaan Kantor Cabang
Pasal 35

(1) Pembukaan KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bamloiresia.

(2) Rencana..



(2)

3)

(4)

(5)

(6)
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Rencana pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada(Byatajib

dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud padb(a)aBank wajib

mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia, @iskemgan:

a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitayaali(dua) bulan
terakhir sebelum tanggal surat permohonan;

b. rencana persiapan operasional dalam rangka pemb#kaa

c. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuatmst ekonomi,
peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat &dak, tingkat
kejenuhan jumlah Bank; dan

d. rencana bisnis KC paling kurang selama 12 (dusspélaan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapakan oleh

pejabat selain Direksi Bank sepanjang telah diadatam kebijakan

mengenai pendelegasian wewenang Bank.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakas permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indomedekukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokushaen;

b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikéeh Bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;

c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkathlatme, kecukupan
permodalan dan profil risiko.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan selaaganimaksud pada

ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluhji bke&rja setelah dokumen

permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 36..



1)

(2)

3)

(1)

(2)

3)

(4)
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Pasal 36

Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud Balsah 35vajib
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kesigjak tanggal izin dari
Bank Indonesia diterbitkan.

Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksudagatddql) wajib
dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia palargbat 10 (sepuluh)
hari kerja setelah tanggal pembukaan.

Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksuai ayat (1) Bank
tidak melaksanakan pembukaan KC, izin yang telaérldtkan menjadi
tidak berlaku.

Paragraf 2
Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
Pasal 37

Pembukaan KCP hanya dapat dilakukan apabila tel@podkan dan

mendapat penegasan Bank Indonesia.

Rencana pembukaan KCP sebagaimana dimaksud padalayaajib

dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (iy)a hdapat

dilakukan:

a. dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia dengandDknya, kecuali
dengan persetujuan Bank Indonesia; dan

b. dengan memperhatikan hasil studi kelayakan yang uaertingkat
kejenuhan jumlah Bank.

Laporan keuangan KCP wajib digabungkan dengan dampdeuangan

kantorinduknya pada hari yang sama.

Pasal 38..
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Pasal 38

(1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KCP kepAdnk
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kesgbelum pelaksanaan
pembukaan kantor, disertai dengan hasil studi kél@y yang memuat
tingkat kejenuhan jumlah Bank.

(2) Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksudapatdél) wajib
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kergetelah tanggal
penegasan dari Bank Indonesia.

(3) Pelaksanaan pembukaan KCP wajib dilaporkan olehk Bapada Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjalabttanggal pelaksanaan

pembukaan.

Paragraf 3
Pembukaan Kantor Kas atau Kegiatan Pelayanan Kas
Pasal 39

(1) Pembukaan KK atau KPK hanya dapat dilakukan dakon wilayah kerja
Bank Indonesia dengan KC induknya, kecuali dengarsgtujuan Bank
Indonesia.

(2) Rencana pembukaan KK atau KPK sebagaimana dimgksda ayat (1)
wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

(3) Pelaksanaan pembukaan KK atau KPK wajib dilapoBamk kepada Bank
Indonesia dalam Laporan Realisasi Rencana Bismk Bavulanan.

(4) Laporan keuangan KK atau KPK wajib digabungkan dengaporan
keuangan kantor induknya pada hari yang sama, kegotk kegiatan
PPE.

(5) Bank...



(5)

(6)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)
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Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertenpatdaemerintahkan
Bank untuk menunda pembukaan KK atau KPK.

Tidak termasuk sebagai pembukaan KPK adalah kegpdaneran yang
dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat garen dan hanya
menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaragoran minimal

pembukaan rekening.

Paragraf 4
Pembukaan Kantor Fungsional
Pasal 40

Pembukaan KF hanya dapat dilakukan apabila teldapatkan dan
mendapat penegasan Bank Indonesia.

Rencana pembukaan KF sebagaimana dimaksud pada(Byawajib
dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Jenis KF terdiri dari:

a. KF yang melakukan kegiatan operasional; atau

b. KF yang tidak melakukan kegiatan operasional.

KF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a waghggabungkan
laporan keuangannya dengan laporan keuangan:

a. KC Bank yang berada dalam 1 (satu) wilayah kerjakBadonesia;

b. KC Bank terdekaatau Kantor Pusat Bank, apabila dalam wilayah kerja

Bank Indonesia dimana KF tersebut berada tidakapad KC Bank,
dengan persetujuan Bank Indonesia.
Laporan keuangan KF sebagaimana dimaksud padga3yauruf b wajib

digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Pusdt Ba

(6) Bank...



(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

3
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Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KF keBadk Indonesia

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelunaksanaan pembukaan
kantor.

Penyampaian rencana pembukaan KF yang bersifatagipeal untuk

pemberian kredit disertai dengan diskripsi rencabank untuk

mengutamakan pemberian kredit pada sektor produktif

Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilakukan palindp&r0 (tiga puluh)

hari kerja setelah tanggal penegasan dari Banknksla.

Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilaporkan oleh Besada Bank

Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjaelaét tanggal

pelaksanaan.

Paragraf 5
Pembukaan Kantor Wilayah
Pasal 41

Rencana pembukaan Kanwil wajib dicantumkan dalamc&®ea Bisnis
Bank.

Bank wajib melaporkan rencana pembukaan Kanwil #apa&ank
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kesgbelum pelaksanaan
pembukaan kantor, paling kurang disertai dengamnigek yang memuat:

a. alasan pembukaan Kanwil;

b. cakupan wilayah kerja dan struktur organisasi; dan

c. tugas dan kewenangan Kanwil.

Pelaksanaan pembukaan Kanwil wajib dilaporkan @ahk kepada Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjalabttanggal pelaksanaan

pembukaan.

(4) Pembukaan..
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(4) Pembukaan Kanwil yang melakukan kegiatan operalsgaimgaimana KC

(1)

(@)

3)

(4)

(5)

(6)

dengan kewenangan yang lebih luas dilakukan dengargikuti prosedur

pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasah3asal 36.

Bagian Kedua
Pembukaan Kantor di Luar Negeri
Pasal 42

Pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenmgdalainnya baik yang
bersifat operasional maupun yang non operasiondual negeri wajib
memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KC sebagaimamal$ud pada ayat
(1) paling kurang mencakup penghimpunan dana déensipembayaran.
Kegiatan yang dapat dilakukan oleh kantor perwakikebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup kegiatangzeara

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harussditedkan dalam waktu
1 (satu) tahun terhitung sejak izin dari PimpinamnB Indonesia
diterbitkan, dan dapat diperpanjang paling lamaatu) tahun berdasarkan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana pembukaan kantor sebagaimana dimaksud gyatla(1l) wajib
dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayaa(fyahdapat diberikan
apabila:

a. telah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (dualpeimpat) bulan;

b. telah mencantumkan rencana pembukaan KC, kantevaggan, dan

jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam &ara Bisnis Bank;

c. memenubhi..
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c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupaalmdan profil
risiko; dan

d. mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor sipee yang
jelas.

(7) Permohonan izin membuka KC dan jenis-jenis karatmmlya yang bersifat
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (ljykaia oleh Bank
kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengamumek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3fyat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d serta hasil
studi kelayakan yang memuat paling kurang peluaasamp dan potensi
ekonomi.

(8) Permohonan izin membuka kantor perwakilan dan jems kantor
lainnya yang tidak bersifat operasional sebagaindimeksud pada ayat
(1), diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dajibwdisertai dengan
dokumen berupa laporan keuangan gabungan 2 (dulan kerakhir
sebelum tanggal surat permohonan serta alasan paarbkantor.

(9) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (&)k Badonesia
melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokushaen;
b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bankasuk tingkat
kesehatan dan hasil studi kelayakan.

(10) Persetujuan atau penolakan atas permohonan selaagaoimaksud pada
ayat (7) dan ayat (8) diberikan paling lambat 3@a(tpuluh) hari kerja

setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 43..
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Pasal 43

(1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dirdadalam Pasal 42
wajib memperoleh izin dari otoritas di negara s¢tam

(2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaiidachpgat (1) wajib
dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia palargbat 10 (sepuluh)
hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pembukadarkaan wajib disertai
dengan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dadritas di negara

setempat.

Bagian Ketiga
Pencantuman Nama dan Jenis Kantor Bank
Pasal- 44

Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jandor Bank pada

masing-masing kantor Bank.

BAB VI
PERUBAHAN STATUS KANTOR BANK
Pasal 45

Perubahan status kantor Bank wajib memperoleh dan atau dilaporkan

kepada Bank Indonesia.

Pasal 46

Peningkatan status kantor Bank dilakukan dengaa osmenuhi persyaratan

dan tata cara sesuai pembukaan kantor Bank yapgehkiaki.

Pasal 47...
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(2)
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(4)
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Pasal 47

Penurunan status kantor Bank dari KC menjadi KCR,atau KPK wajib

memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia

Penurunan status kantor Bank dari KCP menjadi K&u aKPK wajib

dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambatti®@ @uluh) hari kerja

sebelum pelaksanaan.

Permohonan persetujuan penurunan status kantogaetsna dimaksud

pada ayat (1) atau pelaporan penurunan status rkasgbagaimana

dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepadk Badonesia, disertai

dengan:

a. alasan perubahan;

b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka peng@lesseluruh
kewajiban kantor Bank kepada nasabah dan pihakyajrdan

c. surat pernyataan dari Direksi Bank yang menyatdb@mva apabila
terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggjavgab Direksi
untuk dan atas nama Bank.

Persetujuan atas permohonan atau penegasan ap®rpal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka wakting lambat 30

(tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohowigerima secara

lengkap.

Pelaksanaan perubahan status kantor yang telahapengersetujuan atau

penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilajlsanakan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggatetujuan atau penegasan

perubahan status.

(6) Pelaksanaan.
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Pelaksanaan perubahan status kantor wajib dilapookeh Bank kepada
Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari &kesgtelah tanggal

pelaksanaan perubahan status kantor dimaksud.

Pasal 48

Perubahan jenis kantor dari KF menjadi KC atau kKdilBkukan dengan
mengikuti persyaratan dan tata cara pembukaan KCKEP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 atau Padah37asal 38.
Perubahan jenis kantor dari KF menjadi KK atau Kékikukan dengan
mengacu pada tata cara penurunan KCP menjadi KKI #&BK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Perubahan jenis kantor dari KC menjadi KF dilakuklamgan mengacu
pada tata cara penurunan KC menjadi KCP, KK atal KKBbagaimana
dimaksud dalam Pasal 47.

Perubahan jenis kantor dari KCP menjadi KF dilakukdangan mengacu
pada tata cara penurunan KCP menjadi KK atau KPBaga&mana

dimaksud dalam Pasal 47.

BAB VII
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK
Pasal 49

Pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau KC wajimpaeoleh izin
Pimpinan Bank Indonesia.
Rencana pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atanafi§ dicantumkan

dalam Rencana Bisnis Bank.

(3) Permohonan..
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Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada aydigjijkan oleh Bank
kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puhdr) kerja sebelum
pemindahan alamat dilaksanakan.

Permohonan izin pemindahan alamat Kantor Pusat atdan/ KC

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan

a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapaasmpet kantor
Bank;

b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan adajikan Bank; dan

c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yaalgng kurang
memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkabpeyan yang sehat
antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank.

Pemindahan alamat KC yang dilakukan:

a. dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia, namundaeda lokasi yang
berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimameksld pada
ayat (4) huruf a;

b. dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia yang saramun berada di
lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi peedgarsebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b;

c. di luar wilayah kerja Bank Indonesia, wajib memeanlktentuan
penutupan KC dan pembukaan KC sebagaimana dimaldaoh Pasal
65 dan Pasal 66, serta Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 50

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakas permohonan
izin pemindahan alamat, Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokushaen;

b. analisis...
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b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingng sehat antar
Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemeraf@@nbangunan
ekonomi nasional.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izagaiehana dimaksud

pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tigaupulhari kerja setelah

dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pemindahan alamat kantor yang telah mendapatebagaimana dimaksud

pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat tRfa (puluh) hari kerja

sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Banlotresia.

Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimanaksidid pada

ayat (3)wajib diumumkan oleh Bank dalam:

a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasitaai, pemindahan
alamat kantor pusat; atau

b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas dpaerkedudukan
Kantor Cabang, bagi pemindahan alamat Kantor Cabang

Pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib dilapookeh Bank kepada

Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari &kesgtelah tanggal

pelaksanaan pemindahan alamat.

Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksada pyat (3), Bank

tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, iamgtelah diterbitkan

menjadi tidak berlaku.

Pasal 51

Rencana pemindahan alamat Kanwil, KCP, KF, KK daw&PK wajib
dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Rencana pemindahan alamat:

a. Kanwil...
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a. Kanwil, KCP dan KF di dalam negeri; atau

b. KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor laiardi luar negeri,

wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesigngdambat 30 (tiga

puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindalzanadlkantor.

Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimanagiichplada ayat (2)

huruf a wajib disertai dengan:

a. alasan pemindahan alamat dan rencana persiapaasmperl kantor
Bank;

b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan daajikan Bank;
dan/atau

c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yaalng kurang

memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank.

Pasal 52

Pemindahan alamat Kanwil sebagaimana dimaksud da&sal Slayat (2)
huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagaimanakdimadalam Pasal 51
ayat (3) huruf a.

Pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalaai Phayat (2)

huruf a, yang dilakukan:

a. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama dan disilokang
berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimaraksld dalam
Pasal 5Jyat (3) huruf a;

b. dalam satu kotamadya/kabupaten yang sama dan akilglang tidak
berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimaraksld dalam

Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b;
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c. di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya wajib meimeketentuan
penutupan KCP  sebagaimana dimaksud dalam Pasalda8
pembukaan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasah3Fasal 38.

(3) Pemindahan alamat KF wajib memenuhi persyarataagseberikut:

a. untuk KF yang melakukan kegiatan operasional setvegea dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, wajib memenuhisyzeatan
sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, huruhtéyy memenuhi
ketentuan penutupan KF sebagaimana dimaksud da&sal 68 dan
pembukaan KF sebagaimana dimaksud dalam Pasal l&tn daal
pemindahan KF di luar kotamadya/kabupaten sebelamny

b. untuk KF yang tidak melakukan kegiatan operasisgibagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, persyargbng wajib
disampaikan berupa dokumen mengikuti persyaratdragsemana
diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a.

Pasal 53

(1) Pemindahan alamat KCP atau KF yang melakukan legiaperasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) humaiib dilaksanakan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelatgtzal penegasan dari Bank
Indonesia.

(2) Pelaksanaan pemindahan alamat KCP sebagaimana stidhattalam
Pasal 52 ayat (2) atau KF yang melakukan kegiatgerasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huwujib diumumkan
oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredas di tempat
kedudukan induknya paling lambat 30 (tiga pulubyitkerja sebelum
tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

(3) Pelaksanaan.
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Pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK wajilmdimokan oleh

Bank di lokasi lama paling lambat 30 (tiga pululgrihkerja sebelum
tanggal pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK.

Pelaksanaan pemindahan KCP atau KF yang melakukegiatén

operasional wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bam#onesia paling

lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal kselaaan pemindahan
alamat.

Pelaksanaan pemindahan alamat Kanwil, KK, KPK &&uyang tidak

melakukan kegiatan operasional wajib dilaporkaramialaporan realisasi
Rencana Bisnis Bank triwulanan.

Pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan jenis-jenis

kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimakisuadm Pasal 51 ayat (2)
huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Imeia paling lambat
10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksampaanindahan alamat,

disertai dengan salinan/fotokopi izin dari otorithsiegara setempat.

BAB VIII
PEMISAHAN LOKASI KANTOR PUSAT DAN
PEMINDAHAN DIVISI
Pasal 54

Pemisahan Kantor Pusat Bank menjadi 2 (dua) kamatog masing-masing
melakukan kegiatan operasional dan non operassacaka terpisah hanya
dapat dilakukan apabila kantor yang melakukan kagisoperasional
menjadi Kantor Cabang Bank, sedangkan kantor yaladx tmelaksanakan

kegiatan operasional tetap menjadi Kantor PusakBan

(2) Pemisahan..
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Pemisahan kantor sebagaimana dimaksud pada ayagjib) memperoleh
izin Pimpinan Bank Indonesia.

Pemisahan kantor sebagaimana dimaksud pada ayatafih dilakukan
dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia.

Rencana pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayatwdjib
dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada aydigj2kan oleh Bank
kepada Bank Indonesia palitgmbat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
pemisahan kantor dilaksanakan disertai dengan:

a. alasan pemisahan kantor;

b. rencana lokasi kantor-kantor hasil pemisahan; dan

C. persiapan operasional kantor yang baru.

Pasal 55

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakas permohonan
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasalayat (5), Bank Indonesia
melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokuaen;

b. analisis kelayakan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izagaghana dimaksud
pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga pulbari kerja setelah
dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pemisahan kantor yang telah mendapat persetujlagaenana dimaksud
pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat tRfa (puluh) hari kerja

sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Baroiresia diterbitkan.

(4) Pelaksanaan.
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Pelaksanaan pemisahan kantor wajib dilaporkan Blehk kepada Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjalabttanggal pelaksanaan
pemisahan kantor.

Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksada pyat (4), Bank
tidak melaksanakan pemisahan kantor, izin yandn tdieerbitkan menjadi
tidak berlaku.

Pasal 56

Pemindahan lokasi divisi/bagian dari lokasi KarRoisat wajib dilaporkan
kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) kerja setelah

pelaksanaan pemindahan.

Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayatafib dilakukan

dalam 1 (satu) wilayah kerja Bank Indonesia, kacdahgan persetujuan
Bank Indonesia.

BAB IX
PERUBAHAN NAMA, LOGO, BENTUK BADAN HUKUM,
ANGGARAN DASAR, DAN KEGIATAN USAHA
Bagian Kesatu
Perubahan Nama Bank
Pasal 57

Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memekatentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahaggakan Dasar
terkait penggunaan nama baru dari instansidmang wajib mengajukan

ermohonan...
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permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penepagoggunaan izin

usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang.bar

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)kalajaleh Bank

kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puhldy) kerja setelah

perubahan nama disertai dengan:

a. alasan perubahan nama; dan

b. akta perubahan Anggaran Dasar yang telah disetlgh instansi
berwenang.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pata(3y Bank

Indonesia memberikan persetujuan tentang perubabara Bank paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumemmhonan diterima

secara lengkap.

Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkamdslrat kabar

yang mempunyai peredaran nasional paling lambgsé&puluh) hari kerja

setelah tanggal persetujuBank Indonesia.

Bagian Kedua
Perubahan Logo Bank
Pasal 58

Perubahan logo Bank wajib dilaporkan kepada Bardonesia paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahkakukan.

Pelaksanaan perubahan logo sebagaimana dimaksadagyadt (1) wajib
dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat sEpifluh) hari kerja
setelah pelaksanaan perubahan dengan melampirkamda antara lain

berupa desain logo baru.

Bagian ...
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Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank
Pasal 59

(1) Perubahan bentuk badan hukum Bank wajib dilakulargan persetujuan
Gubernur Bank Indonesia.
(2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hBlmk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam dua tahap:
a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk medaku persiapan
perubahan bentuk badan hukum Bank; dan
b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetuyjeng diberikan
untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum l&e@ada badan

hukum baru.

Pasal 60

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsipbglean bentuk
badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasghb(2) huruf a
diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia sebelulakudan Rapat
Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk mekantu
perubahan bentuk badan hukum Bank, dan wajib disgghgan:

a. notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Andgatan
hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukuan d
pembubaran badan hukum lama,;

b. alasan perubahan bentuk badan hukum;
rancangan akta pendirian badan hukum baru ternfasggaran Dasar;

d. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban @aar hukum lama
kepada badan hukum baru;

e. daftar..
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e. daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Dirdisgrtai dengan
dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayduufd) c dan
Pasal 10 huruf ¢ angka 1 dan angka 3, dalam hatigrerubahan; dan

f. data kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasat{1) huruf b
disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dd&tasal 7
ayat (2), dalam hal terjadi perubahan.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakas permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonedakokan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokuaen;

b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutdiit @nd Proper Test) terhadap
calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan @lggota Direksi,
dalam hal terjadi perubahan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan selzagacimaksud pada

ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluhji lke&rja setelah dokumen

permohonan diterima secara lengkap.

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada(8ydierlaku paling

lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan.

Dalam hal Bank tidak mengajukan permohonan permalitzin usaha

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dyatpérsetujuan

prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 61

Permohonan untuk mengalihkan izin usaha Bank dstab hukum lama
kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud ®alsah 59 ayat (2)
huruf b, diajukan oleh Bank kepada Bank Indonafigertai dengan:

a. akta...
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akta pendirian badan hukum baru termasuk AnggaesaDyang telah
disahkan oleh instansi berwenang;

daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Dirdlssrtai dengan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ay&ufd) c dan
Pasal 10 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hatitgrerubahan;
data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasalt{1) huruf b
disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud daksal 7 ayat
(2), dalam hal terjadi perubahan; dan

rancangan berita acara pengalihan seluruh hak eaajiban dari

badan hukum lama kepada badan hukum baru.

(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakas permohonan

3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonmedakukan:

a.
b.

penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokutaen;
Penilaian Kemampuan dan Kepatut#iit @nd Proper Test) terhadap
calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calggota Direksi

dalam hal terjadi perubahan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan peagalidin usaha

dari badan hukum lama kepada badan hukum baruilchbepaling lambat

30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permahoditerima secara

lengkap.
(4) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakekelals:

a.

Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihdn irsaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan

pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badamrulama kepada
badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan raacdiggita acara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(5) Pelaksanaan.
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(5) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank eajiumkan oleh
Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaraonapaling lambat

10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetugark Indonesia.

Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Dasar dan Dokumen Lainnya
Pasal 62

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia sepepbahan Anggaran
Dasar Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kerfalak diterimanya persetujuan
atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggarsar Ddari instansi yang
berwenang, sepanjang perubahan Anggaran Dasar slichdlkelum disampaikan
sebagai kelengkapan dokumen dalam ketentuan ini &ttentuan Bank

Indonesia lainnya.

Pasal 63

(1) Bank wajib menyampaikan perubahan dokumen sebagaimamaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g dan huryfdda:
a. setiap akhir tahun apabila terjadi perubahan; dan
b. setiap saat apabila terjadi perubahan yang bersdtdrial.

(2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada (&yatvajib
disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia pdhngbat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak jangka waktu yang ditetapk#au sesuai jangka
waktu yang ditetapkan dalam ketentuan tersendirgyaengatur mengenai

penyampaian dokumen tersebut.

Bagian...
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Bagian Kelima
Perubahan Kegiatan Usaha
Pasal 64

Perubahan kegiatan usaha Bank Umum KonvensionghdiéBank Umum yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pringiplsygilan pembukaan Kantor
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarikeipsyariah oleh Bank
Umum mengacu kepada ketentuan mengenai Pemlka@giatan Usaha Bank
Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakegiatan Usaha
berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantok Bang Melaksanakan

Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah olek Bamum.

BAB X
PENUTUPAN KANTOR BANK
Pasal 65

(1) Penutupan KC di dalam negeri wajib memperoleh Rimpinan Bank
Indonesia.

(2) Rencana penutupan KC sebagaimana dimaksud pada (dyatvajib
dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bddkku dalam hal

penutupan KC dilakukan untuk memenuhi ketentuarkBadonesia.

Pasal 66

(1) Pemberian izin penutupan KC sebagaimana dimakslathd@asal 6&yat
(1) dilakukan dalam dua tahap:
a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk medaku persiapan

penutupan KC; dan

b. persetujuan..



(2)

3)

(4)

(5)
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b. persetujuan penutupan, vyaitu persetujuan untuk kule#mn
penutupan KC.

Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsiggs@mana dimaksud

pada ayat (1furuf a diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesravdaib

disertai dengan:

a. alasan penutupan; dan

b. langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rang&ayelesaian
seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihakyainn

Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutudragaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Bagakia Bank Indonesia

paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bank memperoleh toguse
prinsip, dan wajib disertai dengan:

a. dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh kieamajiBank
kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun ymasitelah
diselesaikan; dan

b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkalgkah
penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabalpidak lainnya
telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutarkednudian hari
menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atas nBar.

Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia melakukeamegriksaan kepada

Bank dalam rangka meneliti penyelesaian seluruhajban KC yang akan

ditutup.

Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuansipp dan

persetujuan penutupan KC sebagaimana dimaksud agala (2) dan

ayat (3) masing-masing diberikan dalam batas wp#ting lambat 15 (lima
belas) hari kerja setelah dokumen permohonan uligersecara lengkap
termasuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad&ayat

Pasal 67...



1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)
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Pasal 67

Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendaysstityjean penutupan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) didglksanakan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggafrsetujuan Bank
Indonesia.

Penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayatafib) diumumkan

oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaes di tempat
kedudukan kantor Bank paling lambat 10 (sepuluhj Rarja setelah

tanggal persetujuan penutupan dari Pimpinan Batdresia.

Pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapasetyjean

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilapodten Bank kepada
Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari &esgtelah tanggal
penutupan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuadndd&tasal 66 ayat
(3) Bank tidak mengajukan permohonan persetujuautppan KC, maka
persetujuan prinsip yang telah diberikan menjatdikiberlaku.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuc paat (1) Bank
tidak melaksanakan penutupan KC, maka persetujeantppan yang telah
diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 68

Rencana penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan Blatik kepada Bank
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kesgbelum pelaksanaan
penutupan kantor dimaksud, disertai dengan:

a. alasan penutupan; dan

b. langkah...



(@)

3)

(4)

(1)

(2)
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b. langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rang&ayelesaian
kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihahkyain

Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilakukaling lambat

30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surahegasan dari Bank

Indonesia.

Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilapodtan Bank kepada

Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari &esgtelah tanggal

penutupan, disertai dengan:

a. dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh kieamajiBank
kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun \masitelah
diselesaikan; dan

b. surat pernyataan dari pemimpin KC induknya bahwgHkah-langkah
penyelesaian seluruh kewajiban KCP atau KF kepakabah dan
pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila texdapntutan di
kemudian hari menjadi tanggung jawab pemimpin Kdukuntuk dan
atas nama Bank.

Rencana penutupan KK atau KPK wajib dilaporkan &ahk kepada Bank

Indonesia dalam Rencana Bisnis Bank dan pelaksgreariupan KK atau

KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indoaesgalam Laporan

Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan.

Pasal 69

Rencana penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh B&epada Bank
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kegabelum tanggal
penutupan disertai dengan alasan penutupan.

Pelaksanaan penutupan Kanwil wajib dilaporkan d@ahk kepada Bank
Indonesia dalam Laporan Realisasi Rencana Bismg& Bavulanan.

Pasal 7 ...



1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

- 55 -
Pasal 70

Penutupan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenist&amainnya di luar
negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indoaesi
Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dudagada ayat (1)
bagi KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang betstiperasional diajukan
oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan:
a. alasan penutupan;
langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka pergrlesseluruh
kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lairdgm;
c. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka peralehan
penutupan dari otoritas di negara setempat.
Permohonan untuk memperoleh izin penutupan sebagaindimaksud
pada ayat (1) bagi kantor perwakilan dan jenissjehkantor yang tidak
bersifat operasional diajukan oleh Bank kepada Blaclonesia, disertai
dengan alasan penutupan dan langkah-langkah yaegnmih dalam
rangka perolehan izin dari otoritas di negara spt&gm
Persetujuan atau penolakan atas permohonan izagaehana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam wakaling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan di@secara lengkap.
Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dindagada ayat (2) dan
ayat (3) wajib memperoleh izin dari otoritas di aegsetempat.
Pelaksanaan penutupan KC dan jenis-jenis kantanyai yang bersifat
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5p wlidaporkan oleh
Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sépuiari kerja setelah

tanggal pelaksanaan penutupan, disertai dengan:

a. dokumen...
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a. dokumen yang dapat membuktikan bahwa seluruh kearajiBank
kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun \msitelah
diselesaikan; dan

b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkalgkah
penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nhsalba pihak
lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapautam di kemudian
hari menjadi tanggung jawab Direksi untuk dan atasa Bank; dan

c. salinan/fotokopi izin dari otoritas di hegara sgbam

(7) Pelaksanaan penutupan kantor perwakilan dan jenis-jkantor lainnya
yang bersifat tidak operasional sebagaimana dinthkada ayat (5) wajib
dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia palamgblat 10 (sepuluh)
hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penutupawadgb disertai dengan:

a. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkalgkah
penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada piaalnya telah
diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kéeamubari menjadi
tanggung jawab Direksi untuk dan atas nama Bank; da

b. salinan/fotokopi izin penutupan kantor dari otaith negara setempat.

BAB Xl
PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM
Pasal 71

Gubernur Bank Indonesia dapat mencabut izin usadwak Batas permintaan
pemegang saham sendiri.

Pasal 72..
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Pasal 72

Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahaeipagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 tidak sedang ditempatkan dalam pasga khusus Bank
Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Baldnesia mengenai Tindak

Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Pasal 73

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegangn sBhak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat dilakuiah Bank Indonesia apabila
Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada deloasabah dan kreditur

lainnya.

Pasal 74

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegangn sBhak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan dalam 2 (duaytah
a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha;

b. keputusan pencabutan izin usaha.

Pasal 75

Permohonan persetujuan persiapan pencabutan &asebagaimana dimaksud

dalam Pasal 74 huruf a diajukan oleh Direksi Baepada Gubernur Bank

Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggengenai
rencana penutupan Bank;

b. alasan penutupan;

C.rencana..
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c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada atasdan kreditur
lainnya;

d. laporan keuangan terakhir; dan

e. bukti penyelesaian pajak berdasarkan hasil pensaik«Kantor Pelayanan

Pajak untuk 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggamnohonan.

Pasal 76

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalasal 5, Bank
Indonesia menerbitkan surat persetujuan persiapanabutan izin usaha Bank,
dan mewajibkan Bank untuk:

a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank;

b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum Bankrefarana
penyelesaian kewajiban Bank dalam 2 (dua) suratarkdtarian yang
mempunyai peredaran luas paling lambat 10 (sepuhan) kerja sejak
tanggal surat persetujuan persiapan pencabutansaima Bank;
segera menyelesaikan seluruh kewajiban Bank; dan

d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan fiueasi atas
penyelesaian kewajiban Bank.

Pasal 77

(1) Apabila seluruh kewajiban Bank sebagaimana dimaldaldm Pasal 76
huruf c telah diselesaikan, Direksi Bank mengajukparmohonan
pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesszrtai dengan
laporan yang paling kurang memuat:

a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Bank;

b. pelaksanaan.
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b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dedaal P6
huruf b;
pelaksanaan penyelesaian kewajiban Bank;
d. laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan pubditas penyelesaian
kewajiban Bank; dan
e. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa latekgkah
penyelesaian kewajiban Bank telah diselesaikan ajabila terdapat
tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawainggang saham.
(2) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha selsaga dimaksud
pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan Suratuisan pencabutan
izin usaha Bank dan meminta Bank untuk melakukanbpbdaran badan
hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
(3) Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkaabitp dikemudian hari
masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikakansegala kewajiban

dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham Bank

Pasal 78

Status badan hukum Bank hapus sejak tanggal pemgamberakhirnya badan

hukum Bank dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XII
SANKSI
Pasal 79

(1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 6alPE8, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasgh2®), Pasal 24 ayat (3),

Pasal 25..



(@)
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Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (19al 28 ayat (1), Pasal 29,
Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayaPé&®al 34, Pasal 35 ayat (1)
dan (2), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat Pdgal 38 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), @it (4), Pasal 40 ayat (1),
ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (An dyat (8), Pasal 41 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (4), Pasal 42 ayat (1), ayatggat (3), dan ayat (5),
Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46| Pa ayat (1), ayat (2),
dan ayat (5), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), ayatdé) ayat (3), Pasal 50
ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), PasalyadB(1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (5), Pasal 54 ayat (2), ayat (4), dan @)atPasal 55 ayat (3),
Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2) agan(3), Pasal 58 ayat (1),
Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61(dyaPasal 63 ayat (1),
Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasay&31), ayat (2), dan ayat
(4), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70(@yatan ayat (5), Pasal 81,
Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 87 dapat dikenakksi saiministratif sesuai
dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 19@&ntg Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Ndmicehun 1998.
Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal a4R(ay, Pasal 21, Pasal
22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayatdt)ayat (2), Pasal 30 ayat
(9) dan ayat (10), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1pglan(3), Pasal 33 ayat (1),
Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 40(8yaPasal 41 ayat (3),
Pasal 43 ayat (2), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50(ayaPasal 53 ayat (4) dan
ayat (6), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (1)alPesayat (5), Pasal 58
ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 , Pasal 68(ay, Pasal 67 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 70 &)atdan ayat (7), Pasal 84,

Pasal 85..



3)

(4)
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Pasal 85, dan Pasal 86 dapat dikenakan sanksi iathatith sesuai Pasal 52
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbaskéagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tah88, Iirupa:

a. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesatOBRpD00,00 (satu
juta rupiah) per hari kerja keterlambatan penyaapéporan dan/atau
pemuatan pengumuman untuk setiap laporan dan/ategumuman;

b. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar0.803.000,00
(tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyarkan laporan
dan/atau tidak melaksanakan pengumuman.

Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dantadai melaksanakan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) inapabila Bank
belum menyampaikan laporan atau Bank tidak menyiapalaporan
secara lengkap, dan/atau belum melaksanakan pengamaetelah 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak batas akhir penyampaianorap dan/atau
pelaksanaan pengumuman.

Pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban bagan karena

dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau kpefean

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) taakghapus
kewajiban bank untuk menyampaikan laporan dan/gp@laksanaan
pengumuman.

Dalam hal penyampaian laporan dan/atau pelaksamsamgumuman

dilakukan secara gabungan maka apabila Bank dikenakanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi dimakkidng per jumlah

laporan dan/atau pengumuman sebagaimana tercantuatam d

laporan/pengumuman gabungan.

(6) Setiap...
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(6) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasahr? Rasal 4 ayat (1)
dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Péskindang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimkimadieibah dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB XII
LAIN-LAIN
Pasal 80

Pengaturan bagi kantor cabang, kantor cabang pemlmem Kantor Perwakilan

dari Bank yang berkedudukan di luar negeri diatdash ketentuan tersendiri.

Pasal 81

(1) Permohonan izin atau laporan yang disampaikan Blegpada Bank
Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia.
(2) Petunjuk pelaksanaan dan dokumen operasional Baijik ditulis paling

kurang dalam bahasa Indonesia.

Pasal 82

Bank wajib menjamin kebenaran dokumen yang disatapakepada Bank

Indonesia.

Pasal 83

(1) Rencana Bank dan/atau sebagian kantor Bank untl&kukan kegiatan
operasional di luar hari kerja operasional, pada laur dan/atau tidak
beroperasi pada hari kerja wajib dilaporkan kep@dak Indonesia paling

lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.

(2) Rencana..
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(2) Rencana Bank untuk tidak beroperasi pada hari keggb diumumkan

kepada masyarakat.

Pasal 84

Bank wajib menyampaikan risalah Rapat Umum Peme@aitam atau Rapat
Anggota kepada Bank Indonesia paling lambat 14 &niqelas) hari kerja
setelah diselenggarakannya Rapat Umum PemegangnSabaanjang risalah
Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud belum disampadebagai
kelengkapan dokumen dalam ketentuan ini atau kedantBBank Indonesia

lainnya.

Pasal 85

Bank wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah dkmat jenis-jenis
kantor atau kegiatan Bank yang berbentuk Kanwil, KCP, KK/KPK, KF, dan
PPE untuk posisi tanggal 31 Desember 2008 palindpddé pada akhir triwulan
pertama tahun 2009.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Umum diatdamtaSurat Edaran Bank

Indonesia.

BAB XV ...
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BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87

KK yang melakukan kegiatan tidak sesuai denganakagiusaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 wajib menyesuaikan kegigéapaling lambat pada
akhir tahun 2009.

Pasal 88

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesiaaka:

a.

Surat Edaran No. 11/30 UM/PU tanggal 27 Agustus3l®&ihal Penutupan
Kantor Sdr. pada hari2 jang bukan Hari Raya Resani BHari Minggu;

Surat Edaran No. 23/3/BPPB tanggal 13 Septembef 18f8tang Izin
Perubahan Waktu Kerja;

Pasal - pasal yang berkaitan dengan pencabutanuidia bank atas
permintaan pemegang saham sendiri bagi Bank Unang tidak termasuk
Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luagé\i sebagaimana
diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonésa 32/53/KEP/DIR
tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Us&w®ambubaran dan
Likuidasi Bank Umum; dan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tahtigdbesember 2000
tentang Bank Umum;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejaggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelagan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatanaindLembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2009.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 20009.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR27
DPNP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/1/PBI1/2009
TENTANG
BANK UMUM

UMUM

Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasiotein dangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dabilites nasional
diperlukan adanya perbankan nasional yang kuastsdan mampu beradaptasi
dengan tujuan dan arah pembangunan perekonomiank in, perlu dilakukan
beberapa penyesuaian kebijakan di bidang perbagy&ag diharapkan dapat
memperbaiki dan memperkokoh ketahanan perbankasiomal. Kebijakan
perbankan yang komprehensif, transparan dan meuoggnkiepastian hukum
tersebut antara lain berkaitan dengan pengaturgenkiékan, kepengurusan,
pembukaan kantor bank dan perluasan jaringan, peabkegiatan usaha Bank
dan badan hukum bank, serta pencabutan izin usahi@@mintaan sendiri.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Baaénesia
mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkanupematmemberikan
dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiataimausartentu dari
Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakaksi sterhadap
Bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yamtaku. Bank Indonesia
dalam melaksanakan tugas davewenang dimaksud, antara lain tetap

mempertimbangkan faktor-faktor kemampuanniBaprinsip kehati-hatian

operasional..
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operasional Bank, tingkat persaingan yang selmaggkait kejenuhan jumlah Bank,
pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelays@ana bisnis Bank,
serta kemampuan dan atau kepatutan pemilik, pesgian pejabat Bank.

Dari sisi industri perbankan, kondisi persaingamgyasemakin tajam
memaksa perbankan nasional bergerak lebih cepaamis, dan terintegrasi
dalam menciptakan peluang-peluang sinergi danrefiseengan fokus kepada
perluasan produk/jasa, pasar dan jaringan, derggap nelakukan upaya-upaya
untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Dalam PBI ini, Bank Indonesia memberi keleluasaalamd pembukaan
jaringan kantor Bank, khususnya untuk memperluaggkauan pelayanan
nasabah, dengan pertimbangan bahwa perluasangarikagtor Bank akan dapat
meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Hal inirapkan tidak akan
mengganggu kondisi keuangan Bank khususnya peramodalaktu yang akan
datang. Selain itu, secara umum perluasan jarirkgartor Bank tetap harus
memperhatikan tingkat kejenuhan jumlah kantor Baimigkat persaingan Bank
yang sehat, dan tingkat pemerataan pembangunanomkamasional, selain
kondisi keuangan Bank sendiri.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh [sisppada dasarnya

merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mgagirdalam kegiatan itu

terkait ...
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terkait kepentingan masyarakat yang dananya disingaala pihak yang
menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan imamd#&asal ini
ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari ara@st dalam
bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yelah memperoleh
izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bankdeitdn Rakyat.
Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembagmya yang juga
melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyaddam bentuk
simpanan atau semacam simpanan, misalnya yangukiiakoleh kantor
pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuagiatan lembaga-
lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatanhausBerbankan
berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini. Kegiataghpeipunan dana dari
masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembag&iietdiatur dengan
Undang-Undang tersendiri.

Pasal 3

Huruf a
Termasuk bentuk hukum Perseroan Terbatas adalabsdPaan
Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalanturpera
perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5...



Pasal 5

Modal disetor sebesar Rp3.000.000.000.000,00 {titjan rupiah) dalam
Pasal ini adalah setoran yang dilakukan dalam kesitoran tunai
diluar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkaleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Modal disetor bagi Bank yang berbentuk badan huldoperasi adalah
simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaintatur dalam

Undang-undang tentang Perkoperasian.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Salah satu calon pemilik ini bertindak mewakili pmlainnya.
Dalam pelaksanaannya, permohonan dapat diajukdn RP&P atau
pemegang saham mayoritas.
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4...



Angka 4
Salah satu hal yang harus dimuat dalam AnggaramarDas
menyangkut kepemilikan antara lain bahwa pemegang
saham Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Huruf b
Data kepemilikan harus memuat secara jelas struktur
kepemilikan saham sampai dengan pemilik terakitingate
shareholders) danbeneficial owners (apabila ada).

Huruf c

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Termasuk dokumen yang dilampirkan dalam Riwayat
Hidup ini adalah surat keterangan atau bukti tisrtdéri
perusahaan tempat bekerja sebelumnya mengenai
pengalaman operasional di bidang perbankan bagncal
anggota Direksi atau bagi calon anggota Dewan Kanisis
yang mempunyai pengalaman, apabila ada.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5...



Angka 5
Yang dimaksud dengan tanggal pengajuan permohonan
adalah tanggal pada saat calon pemilik mengajukan
permohonan pendirian Bank.
Angka 6
Surat keterangan atau bukti tertulis tersebut dapatipa
surat referensi.
Huruf d
Susunan dan struktur organisasi serta personaliaraarain
meliputi organization chart, garis tanggung jawab horisontal dan
vertikal, serta jabatan dan nama-nama personaliagpkurang
sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Corporate plan antara lain meliputi rencana-rencana strategis
Bank dalam jangka menengah (tiga tahunan) dan gapghkjang
(lima tahunan) dalam rangka pencapaian tujuan Bank.
Huruf g
Penyusunan pedoman dan rencana sebagaimana dinpddad
huruf ini mengacu kepada masing-masing ketentuang ya
mengatur.
Huruf h
Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja adalahu buk
pedoman rpanual) yang lengkap dan komprehensif yang akan

digunakan untuk kegiatan operasional Bank.

Huruf i ...



Huruf i
Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintabka

ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tatea car

penyetoran modal dilakukan sesuai dengan perapgamdang-

undangan yang berlaku.

Huruf j

Dalam hal calon pemegang saham Bank berbentuk badan

hukum, maka surat pernyataan pribadi dibuat daantpaikan

oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakil

badan hukum yang bersangkutan.

Angka 1
Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain madliput
lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau
perusahaan.
Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau lemlaaga |
yang diberikan tugas oleh pemerintah  untuk
menyelamatkan Bank.

Angka 2
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2...



Angka 2

Huruf b

Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pad
angka ini antara lain adalah surat pernyataancaéosh PSP

yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk
melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank

menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Kewajiban menyampaikan data mengenai struktur
kelompok usaha dikecualikan dalam hal pemilik Bank
adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerabh.
Apabila terdapat pemilik lain  maka kewajiban
menyampaikan struktur kelompok usaha diberlakulagi b

pemilik lain tersebut.

Angka 7...



Angka 7

Huruf c

Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pad
angka ini antara lain adalah surat pernyataancaéosh PSP
yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk
melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank
menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Surat pernyataan calon PSP berbentuk badan hukumatdi
dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai
wewenang untuk mewakili badan hukum yang
bersangkutan.

Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikaatisu
kelompok usaha maka surat pernyataan disampailga ju
oleh pemegang saham pengendali terakhir atau fihak
pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia
mengendalikan baik secara langsung maupun tidak
langsung atas seluruh kelompok usaha.

Pemegang Saham Pengendali Terakhiultinfate
shareholders) yang selanjutnya disebut dengan PSPT
adalah perorangan atau badan hukum yang secasaufang
maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan
merupakan pengendali terakhir dari Bank dan/atau
keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengeaohali
Bank.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2...
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Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanjatadala
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam
hal Pemerintah Pusat atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dalam hal Pemerintah Daerah.

Angka 4
Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pad
angka ini antara lain adalah surat pernyataancaéosh PSP
yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk
melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank

menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atakergkapan
dan kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakuk
pemeriksaan.
Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc...
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Huruf c
Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutén agd
Proper Test) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Dalam hal KITAS, KITAP, atau surat izin bekerja
masih dalam proses penyelesaian, untuk semeBdatadapat

menyampaikan surat keterangan atau bukti pengudsamen



-12 -

dari instansi berwenang. KITAS, KITAP atau suram izekerja
yang telah dikeluarkan oleh instansi berwenang nuisakan
pada saat melaporkan pengangkatan yang bersangkutan
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerimtatka ketentuan
mengenai bukti setoran modal dan tata cara peraretonodal
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undasagey berlaku.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Bagi calon pemegang saham Bank berbentuk badanmhukaka
surat pernyataan dibuat dan disampaikan oleh dipekgyurus yang
mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang
bersangkutan.
Angka 1
Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain melilmbaga
keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau peamsaha
Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalemétintah
Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga lain yangrikhin
tugas oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bank.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.



Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

-13 -

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atapekaran

dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan

Huruf b

Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutén ahd

Proper Test) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Pencantuman nama Bank terkait dengan penggunaam log
dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi nasééadpan pihak
siapa nasabah tersebut melakukan hubungan hukum.
Kewajiban mencantumkan nama Bank terkait dengarggqeraan
logo dalam pasal ini antara lain dalam bentuk pirpooduk-produk
Bank, surat menyurat, papan nama kantor Bank.
Tidak termasuk dalam kewajiban ini adalah pengguriago untuk

kepentingan identitas kelompok usaha.

Pasal 14

Huruf a
Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain madlipembaga
keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau peamsaha
Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adakhdtintah Pusat,
Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang dibetikgars oleh
pemerintah untuk menyelamatkan Bank.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih bagi:
a. badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daeaddih ad
penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan kikarangi

penyertaan dan kerugian;

b. badan..
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b. badan hukum Koperasi adalah penjumlahan dari siapan
pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, adan
cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertim
kerugian;

c. badan hukum lainnya adalah perhitungan modal Sebdrsih
atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesua E@an
hukum yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Tidak termasuk pihak lain adalah otoritas atau kegabyang berwenang
melakukan upaya penyehatan dan/atau penyelamatak, Barmasuk
lembaga lain yang ditunjuk oleh pihak otoritas kntmelaksanakan

penyehatan dan/atau penyelamatan Bank.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pihak-pihak adalah perorandan/atau
badan hukum.
Bagi PSP yang merupakan badan hukum, pengertian de@Rh
sampai dengan PSP terakhir dari badan hukum yasgrimgkutan.

Dalam...
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Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank dimdidmn
dikendalikan oleh badan hukum secara berjenjang@nuasuatu
kelompok usaha maka PSP terakhir adalah peroraatan badan
hukum yang secara langsung maupun tidak langsumgilikiesaham
Bank dan merupakan pengendali terakhir dari keslke&m struktur
kelompok usaha yang mengendalikan Bank.
PemegangSaham Pengendali Terakhult{mate shareholders) yang
selanjutnya disebut dengan PSPT adalah perorangan lmdan
hukum yang secara langsung maupun tidak langsumgilikiesaham
Bank dan merupakan pengendali terakhir dari Bank/adau
keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengeaheBank.
Dalam hal badan hukum terakhir dari keseluruhawkgir kelompok
usaha yang mengendalikan Bank tidak memiliki pedgknmaka
badan hukum tersebut merupakan PSPT. Pihak-pihak ykapat
mewakili PSPT yang berbentuk badan hukum tersethatbh pihak-
pihak yang sesuai Anggaran Dasar berwenang mevieidin hukum
dimaksud.

Ayat (2)
Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pagka ini
antara lain adalah surat pernyataan dari PSP yasg/atakan niat
baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya-upaya giperlukan
apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan malikuwiditas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19..
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Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perubahan komposisi kepemitiledam ayat
ini adalah perubahan dalam hal nominal dan/atauseptase
kepemilikan.
Penambahan modal disetor yang berasal dari raalidasagement
Sock Option Program (MSOP) dan penambahan modal Bank
Pembangunan Daerah (BPD) dapat dilaporkan seoardanan.

Ayat (3)
Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengubaddal
disetor antara lain disebabkan karena jual bddalniatau waris saham
di antara pemilik lama, dan pembelian langsung maBank yang
bukan perusahaan publik (bukan Tbk).

Ayat (4) ...
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesiaitéakanya antara lain

adalah:

a. Ketentuan..
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a. Ketentuan tentangsood Corporate Governance bagi Bank Umum;
dan
b. Ketentuan tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asimg Rtagram

Alih Pengetahuan.

Pasal 30

Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan gbalari anggota
Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau skigé.
Khusus bagi anggota Direksi Bank yang menjadi DireKepatuhan
(Compliance Director), tata cara persetujuan anggota Direksi
dimaksud juga berpedoman pada ketentuan Bank Istonentang
Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungdit Antern
Bank.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undareyam herlaku
antara lain adalah:
a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
b. Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; dan
c. Ketentuan perundang-undangan lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) ...
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Ayat (6)
Dengan adanya ketentuan ini maka pengangkatan cahggota
Dewan Komisaris atau anggota Direksi wajib dilakukaling lambat
6 bulan setelah diperolehnya persetujuan Banknesia.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dangeagunduran diri
efektif adalah setelah pemberhentian dan/atau mpehgan diri yang
bersangkutan mendapat persetujuan dari Rapat Unaemedtang Saham
atau Rapat Anggota, serah terima jabatan atau aebaiga mekanisme

yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan memilikrack record negatif antara lain
adalah:
1. termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) Penilaian
Kemampuan dan KepatutaRi{ and Proper Test); dan
2. termasuk dalaraftar Kredit Macet (DKM);
Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet adalatitdr pengawasan
bank yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia.
Informasi sebagai dasar penilaiaack record dapat berasal dari hasil

pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber #ainny

Pasal 33

Ayat (1)
Huruf a
Kekosongan jabatan dapat terjadi antara lain karfeembat
Eksekutif yang sebelumnya pindah tugas, mengundutia,
diberhentikan, atau berhalangan tetap.
Huruf b
Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tagdsra
lain karena yang bersangkutan menjalani cuti, nhemkan
ibadah haji, mengikuti pendidikan, atau sakit.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34..
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Pasal 34

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku daksal i antara lain

adalah:

a. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan atuvzarat
pelaksanaannya,;

b. Undang-Undang tentang Keimigrasian dan  aturan-Hatura
pelaksanaannya; dan

c. Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Teafaga Asing

dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor geegva
maka untuk sementara dokumen rencana persiapaasopel
gedung kantor dapat berupa perjanjian sewa mengmdang
kantor. Perjanjian sewa menyewa dapat disampaikamuian
pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pembukaaor kan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
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Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Rencana bisnis dimaksud paling kurang memuat rencan
penghimpunan dan penyaluran dana, strategi peracapea dan
proyeksi keuangan KC.

Ayat (4)

Dalam hal Bank memiliki KC yang tidak bertanggumgvfib secara

langsung kepada Kantor Pusat, maka pertanggunggawHIi&C dan

mekanisme pendelegasian wewenang harus diatur migziga.

Ayat (5)

Huruf a
Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan
pemeriksaan untuk meneliti kesiapan pembukaan kaaho
kebenaran dokumen yang disampaikan.
Pemeriksaan Bank Indonesia berkaitan dengan parsiap
operasional dapat mencakup antara lain lokasi KGktib
kepemilikan/sewa gedung, kesiapan ruangan termasakg
khasanah, daftar aktiva tetap inventaris, strukbuganisasi
kantor cabang dan sumber daya manusia, informasgemai
jaringan telekomunikasi, dan warkat yang akan djpeakan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6) ...
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Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
KK atau KPK berfungsi secara terbatas sebagai agpambayaran
dan penyetoran dalam hal pelayanan penyediaan (arsalinya
pencairan kredit kepada nasabah) dan/atau penghanpdana dari
nasabah. Dengan demikian, KK atau KPK tidak beamgnuntuk
melakukan analisis dan membuat keputusan dalanepmenyediaan
dana (pemberian kredit) kepada nasabah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...
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Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Contoh kegiatan operasional

Fungsional antara lailman center dancard center.

Huruf b

-25-

yang dilakukan oleh tétan

Contoh kegiatan non operasional yang dilakukan dehtor

Fungsional antara lain kantor perwakilan pemasatan IT

center.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...
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Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ayat (3)

Mengingat pada dasarnya Kanwil melakukan fungsi
administratif dan koordinatif, maka apabila Kanyuga diberi
kewenangan untuk memberikan persetujuan atas peayed
dana yang dilakukan oleh KC yang berada di bawah
koordinatornya, kewenangan dimaksud wajib dicantmk

dalam dokumen yang memuat tugas dan kewenanganilkanw

Cukup jelas.

Ayat (4) ...
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Ayat (4)
Dengan demikian maka ketentuan Bank Indonesia panigku bagi

KC berlaku bagi jenis Kanwil yang melakukan kegatg@erasional.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Pencantuman nama dan jenis kantor Bank dapat #ddakantara lain
melalui papan nama dan/atau pada dinding atau #epan kantor Bank
agar mudah terlihat oleh nasabah.
Contoh :
1. PT Bank XXX

Kantor Cabang YYY
2. PT Bank XXX

Kantor Cabang Pembantu YYY

Pasal 45

Yang dimaksud dengan perubahan status kantor Baalala peningkatan
atau penurunan jenis kantor Bank. Secara strukturatki jenis kantor

Bank diurut dari yang paling tinggi ke yandipgrendah setelah Kantor

Pusat...
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Pusat adalah Kanwil, KC, KCP, dan KK. Sedangkandépat mempunyai
hirarki pertanggungjawaban tersendiri sesuai fukggiatannya, meskipun

secara administratif dan pembukuan menginduk kelg&ta

Pasal 46

Contoh:

Peningkatan status dari KCP menjadi KC dilakukamgde cara memenuhi
persyaratan pembukaan KC. Selanjutnya, Bank Ind@mésan menerbitkan
izin sebagai KC dan dengan diterbitkannya izin disoa maka status
kantor Bank berubah dari KCP menjadi KC tanpa petilakukan
penutupan KCP.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dengan disetujuinya permohonan penurunan statusmEadi KCP,
KK atau KPK maka izin KC dicabut.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 48..
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Pasal 48

Ayat (1)
Contoh:
Perubahan jenis Kantor Fungsion&ban Center menjadi KC
dilakukan dengan mengikuti persyaratan dan tatapambukaan KC.
Selanjutnya, Bank Indonesia akan menerbitkan eiragai KC dan
dengan diterbitkannya izin dimaksud maka statustdkariBank
berubah dari KF menjadi KC tanpa perlu dilakukanytepan KF.
Ayat (2)
Contoh:
Perubahan jenis Kantor Fungsionadan Center menjadi KK atau
KPK dilakukan dengan mengacu tata cara penurunaR K@&njadi
KK atau KPK.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Dalam hal Bank akan memindahkan alamat Kantor Pkesdbkasi
yang baru dan lokasi yang lama akan digunakan sell&@ maka
pemindahan alamat kantor pusat memenuhi ketenta@amdayat ini
sedangkan untuk KC di lokasi yang lama memenuherkaan
pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasah3Basal 36.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor geegva
maka untuk sementara dokumen rencana persiagsasopgnal
gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan sewgews
gedung kantor. Perjanjian sewa disampaikan pada Baak
melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantagaieana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan lokasi yang berdekatan adaledsi
dalam jarak sekitar radius 5 km.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.

Pasal 5Q..
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Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.
Huruf a
Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan
pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahameadla
kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)

Huruf a
Dalam hal Bank akan menggunakan gedung kantor geegva
maka untuk sementara dokumen rencana persiapaasopel
gedung kantor dapat berupa nota kesepakatan urdidgknkan
sewa menyewa gedung kantor. Perjanjian sewa diskama
pada saat Bank melaporkan pelaksanaan pemindabamatal
kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayaay@),5),
atau ayat (6), sesuai dengan jenis kantor yanghind

Huruf b dan huruf ¢

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan lokasi yang berdekatan adaledsi
dengan jarak paling jauh 5 km dari lokasi awal.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53..
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Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengumuman pelaksanaan pemindahan alamat KPK dapat
ditempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh nakaBank seperti
di kaca depan kantor atau di mesin ATM.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Contoh :
Apabila lokasi KC Bank yang berasal dari pemisaKantor Pusat
tersebut berada pada lokasi yang sama dengan K&uoiemt, KC
dimaksud dapat disebut dengan nama Kantor CabargdJKCU).

Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Huruf a
Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan
pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemisahanokaan
kebenaran dokumen yang disampaikan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Persetujuan Bank Indonesia memuat persetujuan pkarskantor
dan pemberian izin pembukaan KC baru. Izin pembuk&
dimaksud diberikan secara otomatis karena kegi#t@n tersebut
merupakan konversi dari kegiatan operasional yagns ini telah
dilakukan oleh Kantor Pusat Bank. Dengan dikeluanka izin
pembukaan KC baru tersebut maka Kantor Pusat Balak tagi

melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC.

Ayat (3) ...
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Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Tidak termasuk dalam perubahan nama dimaksud adalah
pencantuman atau penghapusan status Tbk. di bglaleema Bank.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59..
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Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atapekaran
dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan
Huruf b
Ketentuan mengenai materi, tata cara dan penileeamadap
calon PSP, calon anggota dewan Komisaris dan caiggota
Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia mesig
Penilaian Kemampuan dan Kepatutkit and Proper Test).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Huruf a
Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atapekaran
dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan
Huruf b
Ketentuan mengenai materi, tata cara dan penitaraadap
calon PSP, calon anggota dewan Komisaris dan daloeksi
tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia mengenalaRen
Kemampuan dan Kepatutafi{and Proper Test).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 62

Laporan perubahan Anggaran Dasar oleh Bank kepautk Bhdonesia
disertai dengan fotokopi perubahan Anggaran Dasar.

Yang dimaksud dengan ketentuan ini atau ketentuankBlndonesia
lainnya antara lain Pasal 21, Pasal 22, PasalésslB7, Pasal 60, Pasal 61
ketentuan ini atau ketentuan yang mengatur mengeagger, konsolidasi

dan akuisisi Bank Umum.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64..
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Pasal 64

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adaledpatan usaha
perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syasabagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang N@m@hun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengaant-undang
Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihakydaidapat
dilakukan antara lain melalui pengalihan selurulvdjgdan kepada
kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuanhadsatau pihak
lain.
Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adedalpa neraca
KC yang menunjukkan seluruh kewajiban KC kepadaalnas dan
pihak lain telah diselesaikan.
Huruf a

Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepadakpiain

baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk

a. Penitipan..
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a. Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktuh ole
nasabah;
b. Pengalihan kredit kepada pihak lain termasuk kaptmat
atau Kantor Cabang lainnya;
c. Neraca Kantor Cabang; dan/atau
d. Dokumen lain yang mendukung.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihakydaidapat

dilakukan antara lain melalui pengalihan selurulvdéan kepada

kantor Bank atau pihak lain.

Huruf a...
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Huruf a
Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepadakpiain
baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk
a. Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktuh ole
nasabah;
b. Kredit telah dialihkan kepada pihak lain termasudatior
pusat atau Kantor Cabang lainnya;
c. Neraca Kantor Cabang; dan/atau
d. Dokumen lain yang mendukung.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...
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Ayat (5)
Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negetampat
dilakukan setelah adanya izin dari Bank Indonesia.
Ayat (6)
Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihakydaidapat
dilakukan antara lain melalui pengalihan selurulvdéan kepada
kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuanhadsatau pihak
lain.
Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adedalpa neraca
Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yangrsifat
operasional yang menunjukkan seluruh kewajiban é&ta@abang dan
jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operadidtepada nasabah
dan pihak lain telah selesai.
Huruf a
Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepadmalpiain
baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk
a. Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktuh ole
nasabah;
b. Pengalihan kredit kepada pihak lain termasuk kaptmat
atau Kantor Cabang lainnya;
c. Neraca Kantor Cabang; dan/atau
d. Dokumen lain yang mendukung.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.

Ayat (7) ...
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Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75

Huruf a
Risalah RUPS atau Rapat Anggota paling kurang mekeputusan
yang menyetujui pembubaran badan hukum dan merakkiab
kepada direksi untuk menyelesaikan kewajiban Bank.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Hurufd...
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Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Termasuk dalam penyelesaian kewajiban dimaksud raantain
penyelesaian kewajiban kepada nasabah krediturpggran gaji
terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhudamgbiaya-biaya
lain yang relevan.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
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Huruf c

Termasuk penyelesaian kewajiban Bank adalah berupa
penyediaan dana tunai yang dititipkan pada Bank rdndi
Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban pggig

masih terutang dan dana nasabah yang belum diambil.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka mengeluarkan surat permohonan perasaimih usaha
Bank Indonesia memperhatikan hasil pemeriksaanadeqh Bank
yang bersangkutan untuk memastikan ketaatan tguhpelaksanaan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan segala kewajiban kepada raskibam ayat
ini antara lain adalah kewajiban kepada debituamahal masih ada

agunan yang dikuasai oleh Bank, atau kewajiban iang
perpajakan.

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesiab#g@atelah
disampaikan secara lengkap dengan memuat datamio dan/atau
dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis laporannya
a. Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesiahdahggal:
b. Stempel post(me stamp), apabila laporan dikirimkan melalui P.T.
Pos Indonesia; atau
c. Penerimaan laporan di Kantor Bank Indonesia, apdoran
disampaikan secara langsung oleh Bank atau dikenmkelalui
perusahaan jasa pengiriman selain P.T. Pos Indonesi
Huruf a
Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagya:
Jumlah kewajiban membayar = jumlah hari keterlaanat
Rp1.000.000,00 x jumlah laporan/ pengumuman.
Huruf b
Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagyaiu:
Jumlah kewajiban membayar = Rp30.000.000,00 x jamla
laporan/ pengumuman.
Bank yang dikenakan sanksi tidak menyampaikan &apdrdak
dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) ...
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Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sesuai dengan ayat ini maka petunjuk dan dokumerasjpnal Bank
dapat ditulis dengan lebih dari 1 (satu) bahasaadarsalah satunya

adalah bahasa Indonesia.
Pasal 82

Termasuk dalam hal ini adalah dokumen yang dikkhraroleh instansi
terkait atau pihak ketiga.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan ketentuan ini atau ketentagmmya antara lain
Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 60 dan Padadtéifiuan ini atau

ketentuan yang mengatur mengenai merger, konsotidasakuisisi Bank
Umum.

Pasal 85..
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Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Dalam pelayanan penyediaan dana kepada nasabalmaKya berfungsi
secara terbatas sebagai sarana pembayaran. Deagakiath, KK tidak
berwenang untuk melakukan analisis dan membuattksg@u dalam proses
penyediaan dana kepada nasabah.

Penyesuaian kegiatan dapat dilakukan dengan carmgkatkan status KK
menjadi KCP sebagaimana diatur dalam Pasal 45 atanogan

menyesuaikan kegiatannya sebagai sarana pembayaran.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
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